
BUPATE TANAH BIIMBU
PROⅥ NSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BШ BU
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BT'PATI TANAH BT'IIIBU,

bahwa dalam rangka memberikan dasar yang jelas dalam
melakukan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta sebagai dasar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
pada Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Kepala
daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan.

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3265);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 telltang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437), sebagimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 ?ahun 2OO4 ter:talrg Pemerintahan Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48441;

Unda.ng-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor
s2sa].;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keualgan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 14O, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

a. Peraturan Menteri Dalalzi^ Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 32);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tashun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBI」 AKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH_

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu

2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Akuntansi adalah proses pencatatan' pengukuran
pengklasifi kasian,pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan penginterprestasian atas hasilnya, serta
penyajian laporan.

5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya
disebut Kebijakan Akuntansi adalah dasar-dasar,
peraturan dan aplikasi yang digunakan dalam
penyusunan dan penyaj ian laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan

Menetapkan :
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7.

pengembangan Akuntansi Pemerintah Daerah dan
merupakan rujukan penting bagi penyusun laporan
keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam
Akuntansi Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menumt
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/penggunabarang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan men)rusunlaporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran fpengguna
barang.

lO. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perargkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah adalah SKPD/unit kerja pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
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dan produktivitas.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Materi muatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual (accrual basis) meliputi:

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

b. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
c. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
d. Kebijakan Akuntansi [,aporan Realisasi Anggaran;
e. Kebijakan Akuntansi Arus Kas;
f. Kebijakan Akuntansi CALK;
g. Kebijakan Akuntansi Kas;
h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
i. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
j. Kebijakan Akuntansi Investasi;
k. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
1. Kebijakan Akuntansi Asset Tetap;
m. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
n. Kebijakan Akuntansi Asset Tak Berwujud;
o. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
p. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
q. Kebijakan Akuntansi Belanja;
r. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
s. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; dan
t. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasi'

Paeal 3

Materi kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 201O tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2O13
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 9 Tahun 2OlO tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratr,.rran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal :,- -.:: tr"'
BUPATI TANAH BUMBU,

di Batulicin

DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

BERITA D… KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR `r

SAID


